BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 88

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan
kemampuan petani dalam pengadaan pupuk
untuk sektor pertanian serta untuk
menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi
dan kelancaran penyaluran pupuk
bersubsidi dengan harga wajar sampai pada
tingkat petani sesuai dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun
2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun



Mengingat

2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2016;

bahwa dengan  berlakunya  Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun
2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor
pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2016 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banjarnegara tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 359
Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang  Perikanan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4660);



8.

10

11

12

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5S015)
juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 311,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
5619);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Hortikultura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);



13

14

15

16

17

18

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015
tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pupuk Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
tentang Usaha Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24,
Tambahan Berita Negara Nomor 5106);



19

20

21

22

23

24

25

26

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk  Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002
tentang Ketentuan dan Tata  Cara
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang
Beredar di Pasar;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang
Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada
Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /Permentan/SR,140/8/2011 tentang
syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An
Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor
491);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang
Pupuk  Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tanah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang
Pembentukan Tim Pengawas Pupuk
Bersubsidi Tingkat Pusat;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
82 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 1055);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Penyediaan Anggaran, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban
Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 366);



27

28

29

30

31

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
15/M-DAG/PER/ 4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
582/Kpts/OT.050/9/2015 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan
Kebijakan Pupuk;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
69/M-IND/PER/8/2015 tentang
Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk
Pupuk Bersubsidi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016
tentang Perubahan Permentan Nomor
60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63
Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63
Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016;



MENETAPKAN :

32 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59
Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 59 TAHUN
2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 59) diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-12-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 88

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina
NIP. 19721030 199703 1 00






